
BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

TATA PELAYANAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan aksesibilitas
pelayanan kesehatan masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis
Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis
Laboratorium Kesehatan Daerah, perlu didukung sumber daya
kesehatan yang memadai agar pelayanan kesehatan pada
masyarakat dapat dilaksanakan secara berdaya guna, berhasil
guna, merata, menyeluruh dan terpadu;

b. bahwa pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap telah diatur
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Cilacap;

c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Cilacap sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga
perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Tata Pelayanan
dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis
Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis
Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus
1950);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,



Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4431);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4422) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Tahun
1988 Nomor 6, Seri D Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP

dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA PELAYANAN DAN
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN
CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. DKK adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.



5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit
pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap yang bertanggungjawab
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu.

6. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah
unit pelaksana teknis daerah yang bertanggungjawab terhadap pelayanan
pemeriksaan laboratorium yang berperan dalam upaya kesehatan masyarakat
dan upaya kesehatan perorangan dengan melaksanakan pemeriksaan kualitas
lingkungan dan pemeriksaan klinis.

7. Kepala UPT Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Cilacap.

8. Puskesmas Rawat Jalan adalah Puskesmas yang memberi pelayanan terhadap
orang yang masuk ke Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa,
pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan
lainnya tanpa menginap diruang perawatan.

9. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan
fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan
operatif terbatas maupun perawatan sementara diruang rawat inap dengan
tempat tidur.

10. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang
dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menyangkut bagian wilayah kerja
Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas.

11. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling untuk melayani
masyarakat di wilayah Puskesmas yang belum terjangkau pelayanan
kesehatan dari Puskesmas.

12. Poliklinik Kesehatan Desa adalah sarana pelayanan kesehatan yang
didirikan masyarakat desa sebagai kelengkapan dari pembangunan
kesehatan masyarakat desa untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu
Anak dan Keluarga Berencana serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai
dengan kemampuan tenaga kesehatan pelaksana.

13. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Cilacap.
14. Pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah pelayanan kesehatan yang

diberikan di Puskesmas dan jaringannya baik pelayanan pokok maupun
pelayanan penunjang.

15. Standar pelayanan kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

16. Standar pelayanan kesehatan Puskesmas adalah prosedur tetap yang menjadi
acuan didalam memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan
jaringannya.

17. Pelayanan penunjang adalah semua pelayanan untuk menunjang pelayanan
kesehatan dan perawatan di Puskesmas, dimaksudkan untuk mempercepat
kesembuhan penderita.

18. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency) adalah pelayanan kesehatan yang
diberikan secepatnya dan secara langsung terhadap kasus gawat darurat
untuk mengurangi resiko kematian atau cacat.

19. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

20. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.



21. Jasa Pelayanan standar adalah jasa pelayanan dasar yang diberikan kepada
seseorang oleh tenaga medis, mitramedis, dan tenaga lainya yang ada di
Puskesmas.

22. Jasa Perawatan Puskesmas adalah jasa pemeliharaan dan penggunaan
fasilitas serta kemudahan yang diberikan Puskesmas kepada pasien.

23. Jasa Asuhan Keperawatan adalah jasa pelayanan keperawatan yang diberikan
oleh perawat dalam rangka diagnosa tindakan keperawatan, pengkajian dan
evaluasi.

24. Jasa Visite adalah jasa yang diberikan oleh dokter dalam rangka observasi,
diagnose pengobatan, dan atau tindakan medik rehabilitasi medik, serta
pelayanan kesehatan lainya.

25. Calon Pengantin adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang sepakat
untuk melakukan ikatan perkawinan sebagai pasangan hidupnya.

26. Penderita adalah orang yang menderita (kesusahan, cacat, sakit dan
sebagainya).

27. Penunggu adalah orang yang tinggal sementara untuk merawat atau menjaga
orang sakit.

28. Pengunjung adalah orang yang mengunjungi tempat pelayanan kesehatan.
29. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,

Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan,
Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, Lembaga Dana
Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

30. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau
pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan
Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

32. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.

34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar
daripada pajak yang seharusnya terutang.

35. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

37. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang
untuk melakukan penyidikan.


